
BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang bahwa untuk melal<sanakan ketentuan Pasal 5 ayat (21
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a27ol;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll
Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarrlbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (l,embaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Tarnbahlan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Mengingat
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupa.ten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERAruRAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KER.IA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LTJWU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraal umsan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ralqrat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

5. Sekretaris Daerah ada'lah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur.

7. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Luwu Timur.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modai dan Peiayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur'

9. Tugas pokok adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
11. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas :
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1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Umum dan Keuangan.

c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas :

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
2. Seksi Pengembangan Iklim Investasi; dan
3. Seksi Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal.

d. Bidang Pelayalan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :

1. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non peirzinan;
2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
3. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi perizinan.

e. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan pengaduan, terdiri atas:
1. Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;
2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian; dan
3. Seksi Penanganan pengaduan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah;

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(r)

(2)

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (l) huruf amempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin danmelaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal danpelayanan terpadu satu pintu yang menjadikl*.rr..rg"., Daerah dan
1"91" pembantuan yang ditugaskan kepada pemirintah Oa..atDeroasarkan ketentuan peraturan perundang_undangan.
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menyelenggarakan fungsf : '
a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanamanmodal;

b. perumusan pelaksanaan
terpadu satu pintu;

kebijakan teknis di bidang pelayanan

3:ilffiS}, ::':i:Tffi,ff:ijakan teknis di bidang pengendarian,

perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi d3, pelaporanKegratan kesekretariaran yang menunl#g ffiJ o.grn,"""i;
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e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas
dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. men1rusun kebijakan, merencanal<an, mengorganisasikan,

menggerakkan dan mengendalikal penyelenggaraan kebijakan serta
men5rusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi
Daerah;

b. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;

c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup
Dinas;

d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan
tugasnya;

e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjaian
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

g. memecahkan masaiah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi
agar senantiasa berjalan optimal;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa
sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkal;

i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program,
kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam
lingkungan Dinas;

j. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal,
bidang pelayanan terpadu satu pintu serta bidang pengendalian,
pengawasan dan pengaduan;

k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang
penanaman modai pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan
kebijalan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

1. menyelenggarakan koordinasi dan konsuitasi dengan kementerian,
lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam
rangka penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

m. menilai hasil keda aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;

n. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

o. men,,usun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahal
perumusan kebijakan; dan

p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksalaan tugas.
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Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memirnpin dan



melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan
koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian,
umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan
fungsionai kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Sekretaris dalam melalsanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan kepegawaian;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan
keuangan; dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan dalam lingkup Sekretariat;

g.melaksanakankoordinasikepadaseluruhbidangsertamenyiapkan
bahan penYusunan Program Dinas;

h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan
teknis di lingkungan Dinas;

i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan daiam lingkungan
Dinassehinggaterwnrjudkoordinasi,sinkronisasidarrintegrasi
pelaksanaan kegiatan;

j. meiaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian
dan evaluasi penlrusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;

k. melaksanakan dan mengoordinasikal pengolahan dan penyajian

data dan informasi;

1. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan ;

m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum
dan aParatur;

n.melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi
keuangan dan aset;

o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan

organisasi darr tata laksana dalam lingkungan Dinas;

p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urllsan rumah

tangga Dinas;
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(1)

(3)

q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan
protokoler;

r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;

s. men].usun laporan hasil pelal<sanaal tugas Sekretaris dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (ll huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
pengumpulan bahal dan mengelola pen1rusunan perencanaan,
penyajian data dan pen5rusunan laporan kinerja mengelola administrasi
kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perencanaan dan kepegawaian;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
dan kepegawaian;

c. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan dan kepegawaian; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinYa.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta
penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
,"ni^ou, tlpat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

e. mengevaiuasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi lgar
bef alan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbagian;

f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penJrusunan
perencanaan program kegiatan dan anggaran;

g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan peny'usunan data dan
- informasi statistik penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu;

h. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja Dinas;

i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan men1rusun rarcangan

6



rencana strategis;

j. menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran
pendapatan Dinas;

k. menyiapkan bahan dan menyrrsun dokumen pelaksanaan kegiatan
dan arggaran;

1. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan

perubahan anggaran;

m. menghimpun dart menyajikan data dan informasi program dan

kegiatan Dinas;

n. mengelola dan melakrrkan pengembangan sistem penyajian data

berbasis teknologi informasi;

o. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir

pegawai;

p. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan

perjalanan dinas Pegawat;

q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan

organisasi dan ta ta laksana;

r. menyiapkan bahan dan menlnrsun rencana formasi' informasi

jabatan, dan bezetting PegawaU

s. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi :

1. usul kenaikan PangkaU
2. PerPindahan;
3. Pensiun;
4. penilaian pelaksanaan pekeriaan;

5. Lenaikan gaji berkala;
6. Cuti;
7 . tjin;
8. masa kerja;
9. Peralihan status;

r o. f'"V""r. administrasi kepe gawaian lainnya;

t. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda

jasa-Pegawai negeri siPil;

u. menyiapkan bahan perumusan keUijali1 pembinaan' peningkatan

kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipill

v. mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis

teknologi informasr;

w. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-

undangan ai uiaang 
-;i;+""t?i.-dan 

kePegawaian serta vang

berkaiGn dengan tugas dan tungst utnas;

x. menYiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan
" p.Li'"t'f'"kum di lingkungan Dinas;

y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan

dan Kepegaw^'tt'^ iltt- 
'memberikan 

' 
saran pertimbangan kepada

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

z. melakukan tugas kedinasan..lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun tertulis "t"Y"'-^ 
bidang tugasnya untuk

ilnarmng kelancaran pelaksanaan tugas'
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Pasal 7

(1) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (11 huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Ke pala Subbagian
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan
ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan
penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan
dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran,
penggllrnaan, pcmbukuan, pertanggungiawaban dan pelaporan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan
keuangan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan
keuangan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;
dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Subbagial Umum dal Ker':ngal dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

a. rr,.erer.canakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta
penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

e. mengeva-luasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Subbagian;

f. mela-kukan pengklasi{ikasian surat menurut jenisnya serta
administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;

g. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan
perpustakaan;

h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera,
kehumasan, dan keprotokolan;

i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah
tangga;

j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan
pengelolaan keamanal lingkungan kantor;

k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan,
pemeliharaan dan penghapusal barang, daftar inventarisasi barang
serta menJrusun laporan barang inventaris;

l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, dan pemeliharaal inventarisasi dan penghapusan
barang;
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m. melakukan verifikasi kelengkapal administrasi permintaan
pembayaran;

n. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang,
pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasiian lainnya untuk menjadi
bahan proses lebih lanjut;

o. mengoordinasikan dan menyrrsun kerja sama anggaran;

p. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;

q. meiakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta
verifikasi pertanggungiawaban keuangan;

r. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;

s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;

t. men)'usun realisasi perhitungan anggaran;

u. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;

v. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti
laporan hasil pemeriksaaan;

w. melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan
aseU

x. men]n-rsun laporal hasil pelaksanaan tugas Subbagiar Umum dern

Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dal

y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
baik lisan nraupun tertulis sesuai bidang tugasnya
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Bidang Penanaman Modal

Pasal 8

atasan
untuk

(1) Bidang Penanaman Modal sebagaimara dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas
pokok memimpin dan melaksanakal perumusan kebijakan teknis,
memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kepala Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

,.. pJt lrnr-,"ut kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
penanaman modal;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan

iklim investasi;

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan'

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan

kerja sama Penanaman modal; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya'

(3) Kepala Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokok

".b.g"i-".r. 
Iimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :
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a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perlrmusan kebijakan,
operasionaiisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkuP Bidang;

g. melaksanakan perumusan pen5rusunan kebijakan di bidang
perencana.rn penanaman modal, bidang pengembangan iklim
investasi serta bidang promosi dan kerja sama penanaman modal;

h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
perenc.rnaan pcnanaman modal, bidang pengembangan - 

iklim
investasi serta bidang promosi dan kerja sama penanaman modal;

i. melaksanakan pembinaal dan pelaksanaan tugas di bidang

penanaman modal;

j. melaksanakan kajian pengembangan iklim dan potensi daerah;

k. melaksanakan kegiatan promosi dan kerja sama;

l. melaksanakan pelayanan penanaman modal di Kabupaten;

m. menyiapkan sarana dan prasarana promosi dan melaksanakan

pelayanan Penanaman modal;

n. menJrusun laporan hasil pelal<salaan tugas Bidang Penanaman

Modal dan memberikan saian pertimbangan kepada atasan sebagai

bahan Perumusan kebijakan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik

lisan maupun iertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

Pasal 9

(1) Seksi Perencanaan Penanarnan Modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi'

mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan

bahan penyusunan iebijakan teknis, memtrina' mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di seksi perencanaan penanarnan

modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Penanaman Modal dalam melaksanakan(21 Kepala Seksi Perencanaan
tugas Pokok sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) menyelenggarakan

fungsi :

,. 
-i."yi"p"" 

bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

p.ra.r""at"".t Penanalnan modal;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

penanarnan modal;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

penanarnai modal; dan

d. pelaksanaan tugas l;a-in yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa'

10



(3) Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan
tugas pokok sebagaimala dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan perencanaan penanaman modal sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
be{alan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Seksi;

f. melakukan kajian kebijakan penanaman modal dalam bentuk
rencana umum dan rencana strategis sesuai dengan program
pembangunan Daerah;

g. melakukan koordinasi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan
daerah terkait perencanaan penanaman modal;

h. melakukan pengelolaan data dan informasi dan pembuatan peta
penanaman modal di lingkup Daerah;

i. melakukal klasifikasi dan inventarisasi potensi penanaman modal;
j. melakukan penyusunan profil investasi daerah di bidang penanaman

modal;

k. menyiapkan bahan pen),usunan kajian pengembangan iklim
investasi dan potensi Daerah;

l. melakukan dan mengelola sistem informasi penanarnan modal;

m. meny,usun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan
Penanaman Moda-l dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. melakuka,n tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran peiaksanaan tugas.

Pasal 1O

(1) Seksi Pengembangan Iklim Investasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorarg Kepala Seksi,
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pengembangan Iklim
Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Seksi Pengembangan Iklim Investasi dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengemban gan iklirn investasi;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang
pengembangan iklim investasi;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan iklim
investasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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(3) Kepala Seksi Pengembangan Iklim Investasi dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan pengembangan iklim dan potensi daerah
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Seksi;

f. menyiapkan bahan perurnusan pen1rusunan kebijakan teknis di
bidang pengembangan iklim investasi;

g. melakukan pengembangan iklim dan potensi Daerah yang sementara
berjalan melalui deregulasi, pemberian insentif, kajian potensi
Daerah, dan pemberdaYaan usaha;

h. melakukan pengusulan bidang usaha dan bidang usaha prioritas
dalam rangka pengembangan iktim dan potensi Daerah;

i. melakukan identifikasi sumber daya yang mencakup sumber daya

alam, sumber daya manusia, kelembagaan, koperasi, usaha mikro,
usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar;

j. melakukan pembinaan terhadap pengembangan pelaku usaha,
koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha
besar di Daerah;

k.melakukarrhubungankemitraandandayasaingusahadibidang
penanaman modal;

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan
Iklim Investasi dan memberikal saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

Pasai 11

(1)SeksiPromosidanKedaSamaPenanamanModalsebagaimana
dimaksuddalamPasal2ayat(lJhurufcangka3dipimpinolehseorang
Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
p".ryirp^., bahar p..ryrl",.,"t' kebijakan teknis' membina'

-engoo.ainasikan dan melaksanakan prograrn dan kegiatan di seksi

prom"osi dan ke{a salna penanaman modal berdasarkan ketentuan
peraturan Perundang-undangan.

t2l Kepala Seksi Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. pl.ryirf,a, bahar pJrumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan

kerja sama Penanaman modal;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaar tugas di bidang promosi dan

kerja sama Penanamar modal;
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c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerja
sarna penanarnan modal; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala Seksi Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan promosi dan kerja sama penanaman modal
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencarta, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

be{alan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan penlrusunan kebijakan di bidang
promosi dan kerja sarna penanarnan modal;

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan promosi

dan ke4'a sama penanaman modal serta menyiapkan bahan
petunjuk Pemecahan masalah;

h- rnengoord.inasikarL kegiatan dengan unit kerja terkait promosi dan

kerja sama Penanaman modal;

i. melakukan pengelolaan hubungan dengan media;

j. melakukan penyediaan bahan komunikasi dan publikasi;

k.melakukanfasilitasikerjasamadengarrduniapemerintahdandunia
usaha.,

l. melakukan pengkajian, perumusan dan penJrusunan materi
publikasi dan Promosi;

m. melakukan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di

bidang Promosi Penanaman modal;

n. menlrusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi promosi dan kerja

sama penanaman modal dan memberikan saran pertimbangan

kepadaatasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

(1)

Bagian KeemPat

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 12

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam

F"""f -z ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang'

-.."p""v"i tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan

k;bij"k"; teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraal urusan

p.-t.i"i"tt"" daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan

;;";;; dan kegiatan di bidang pelayanan terpadu satu pintu

t"rdas^rkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

,tJ



(21 Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan
fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang administrasi
pelayanan perizinan dan non perizinan;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan cvaluasi pelaksanaan tugas di bidang peiayanal
perizinan dan non perizinanl

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan
Data dan Sistem Informasi Perizinan; dan

d. pclal<sanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu daiam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionaiisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkuP Bidang;

g. melaksanakan perumusan pen5rusunan kebijakan di bidang
administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan' bidang
pelayanan per-rzinar' dan non perizinan serta bidang Pengelolaart
Data dan Sistem Informasi Perizinan Perizinan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
administrasi pelayanan perizinan dan non perizir.an, bidang
pelayanan peizinan dan non perizinan serta bidang Pengelolaan
Data dan Sistem Informasi Penzinan Perizinan;

melaksanakan pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang
pelayanan terpadu satu Pintu;
melaksanakan pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan
dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
keamanan berkas serta data hasil layanan dan sistem informasi;

k. melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

1. meny,usun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

m- melaksalakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

I

l
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Pasal 13

(1) Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
penyiapan bahan pen5rusunan kebijakan teknis, membina,
mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi
administrasi pelayanan peiziran dan non petizilran berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2\ Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;

b. pemberial dukungan atas pelalsanaan tugas di bidang administrasi
pelayanan perizinan dan non perizinan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi pelayanan
penzinan dan non Perizinan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala Seksi Administrasi Pelayanal PerDina.:n dan Non Perizinan
daiam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

.. -i..r.r.r"kan kegiatan administrasi pelayanan perizin-an dan non
perizinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok orgalisasi agar berjalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas daiam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok orgalisasi agar

be{ian sesuai rencana, tepat wal<tu, berkualitas dalam lingkup
Seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan penJrusunan kebijakan teknis di

bidang administrasi pelayanan perizinan dan non peizinan;

g. menginventarisir permasalahan yalg berhubungan dengan

administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

h- melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait administrasi
pelayanan peitzinan dan non peizinan;

i. melakukan pengelolaan administrasi pelayanan peizir.an.dan non

pertzinan ainglrl mengacu pada prinsip koordinasi' integrasi'

sinkronisasi, dan keamanan berkas;

j. melakukan verifrkasi dan validasi data' informasi' dan syarat

penerbitan izin dan non Perizinan;

k. melakukal pengelolaan arsip perizinan dan non per.tznan1'

1. meiakukan penyusunan draft penolakan' pembatalan' pencabutan

dan penetapan perizinan dan non perizinan;

m. melakukan pembuatan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
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n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Administrasr
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14

( 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d arrgla 2 dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina,
mcngoordinasikan dan melaksanakan progr.rrn dan kegiatan di seksi
pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Petizrnan dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelengga rakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan
perDinan dan non perizinan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan
perizinan dan non perizinan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan
dan non perizinan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam
melaksalakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. mirencanakan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia peiaksanaan tugas pokok organisasi agar berjaian sesuai
rencana, tepat waktu, berkuaiitas dalam lingkup Seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

berjilan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan pen1rusunan kebijakan teknis di
bidang pelayanan perizitan dan non perizinan;

g. menginventarisir permasalahan Ytng berhubungan dengan
" pehfala.n perizinan dan non perizinan serta menyiapkan bahan

petunjuk Pemecahan masalah;

h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pelayanan perizinan

dan non Perizinan;

i. melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan;

j. melakukan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan

untuk mewujudkan pelayanan yang pnma;
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(1)

(2\

(3)

k. melakukan pen)'usunan Standar Operasional Pelayanan di bidang
pelayanan perizinan dan non perizinan;

l. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan; dan

m. men]'usun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11 huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
penyiapan bahan penJrusunan kebijakan teknis, membina,
mengolrdinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi
pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan Perizinan

diam melak".t ik.tt tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

,. pl.tyr"p--., bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan

data dan sistem informasi perizinan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan

data dan sistem informasi perizinan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan

sistem informasi Perizinan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

KepalaSeksiPengelolaanDatadanSistemlnformasiPerizinanPerizinan
daiam melaksa.ru.ka., tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

". -...ri.*"kan kegiatan P-ngelolaan Data dan Sistem Informasi

Perizinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

...r."u.., tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjaian

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan 
- 
tugas pokok organisasi agar- 

U"..j.t^., sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup

Seksi;

f. menyiapkan bahan perulnusan penlrusunan kebijakan teknis di

bidang pengelolaan data dan sistem informasi perizinan;

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan pengelolaan data

dan sistem informasi petizinan serta menyiapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah;

h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pengelolaan data

dan sistem informasi Perizinan;
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i. melakukan pengelolaan layanan data dan sistem informasi perizinan;

j. melakukan pengelolaan data untuk menjadi laporan;

k. melakukan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi
Perizinar. pelayanan online dan SPIPISE;

l. menyiapkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan
perizinan;

m. melakukal evaluasi penyelenggaraan tugas pengelolaan data dan
sistem informasi perizinan;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengeloiaan
Data dan Sistem Informasi Perizinan dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan

Pasal 16

(1) Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
perumusan kebijakan teknis, memberikal dukungan atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina,
mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang
pengendalian, pengawasan dan pengaduan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(21 Kepala Bidang Pengendaiian, Pengawasan dan Pengaduan dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan,
monitoring dan evaluasi;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan
pengendalian;

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanganan
pengaduan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya;

d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidarg;
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e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dalam lingkup Bidang;

g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang
pengawasan, monitoring dan evaluasi, bidang pembinaan dan
pengendalian serta bidang penanganan pengaduan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pengawasan, monitoring dan eva1uasi, bidang pembinaan dan
pengendalian serta bidang penanganan pengaduan;

i. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang
pengendalian, pengawasan dan pengaduan;

j. melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang
pengendalian, pengawasan dan pengaduan;

k. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi penanaman
modal dan layanan terPadu;

l. melaksanakan pembinaan dan pengendalian penanarnan modal dan
layanan terpadu;

m. menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian,
Pengawasan dan Pengadual dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijalan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

Pasai 17

(1)SeksiPengawasan,MonitoringdanEvaluasisebagaimanadimaksud
dalam Pasal 2 ayat (11 huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan
penyiapan 

'bahan p..ry'r-,"r.t.., kebijakan teknis, membina'

me.rgoo.ain^sikan dan mClaksanakan program dan kegiatan di seksi

p..rgf"*^"".t, monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan-

(2\ Kepala Seksi Pengawasan, 
- 
Monitoring dan Evaluasi dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

menyeienggarakan fungsi

". 
pl.ryi"l-"., bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

pengawasan, monitoring dan evaluasi;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan'

monitoring dan evaluasi;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan'

monitoring dan evaluasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

(3) Kepala Seksi Pengawasan, 
- 
Molitoring

me-laksanakan tugas pokok sebagaimana
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. merencanakan kegiatan pengawasan'

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

dan Evaluasi dalam
dimaksud Pada aYat (1)

monitoring dan evaluasi

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;
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c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
bedalan sesuai rencana, tepat waktu, berkuaiitas dalam lingkup
Seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan penJrusunan kebijakan teknis di
bidang pengawasan, monitoring dan evaluasi;

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan
serta menyiapkan bahanpengawasan, monitoring dan evaluasi

petunjuk pemecahan masalah;

h. melakukan koordinasi dengan unit
monitoring dan evaluasil

i. melakukan pengawasan, rnonitoring

keda terkait pengawasan,

dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pedoman standar pelayanan;

j. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pemohon
dan pelaksana penanaman modal di daerah;

k. melakukan pengawasan, monitoring dan evaiuasi terhadap
pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan;

1. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan
pelayanan perizinan;

m. menyiapkan bahan pen1rusunan iaporarl hasil pelaksanaan
pengawasan, monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
penanarnan moda-l dan pelayanan perizinan;

n. menFlsun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan,
Monitoring dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik iisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal i8
(l) Seksi Pembinaan dan Pengenddian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayal (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan progr€un dan kegiatan di seksi pembinaan dan
pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

\2) Kepala Seksi Pembinaan dal Pengendalian dalam melaksanakal tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan
dan pengendalian;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di biclang pembinaan
dan pengendalial;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan
pengendalian; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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(3) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasii pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Seksi;

f. menyiapkan bahan perumusan pen)rustlnan kebijakan teknis di
bidang pembinaan dan pengendalian;

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan
- p.-bit ".., 

dan pengendalian serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit keda terkait pembinaan dan
pengendalian;

i. melakukan koordinasi kerja sama lintas satuan Kerja Perangkat
Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat
dan non pemerintah dalam penerapan pembinaan dan pengendalian;

j. melakukan pedoman pembinaan dan pengendalian;

k. melakukan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelayanan dan
pengendalial pelaksanaanpenanaman modal;

l.melakukansosialisasipetunjuktatacarapengisianLaporan
KegiatanPenanamanModalbagiPenanamanModalDalamNegeri
dan Penanaman Modal Asing;

m. menyiapkan bahan pen1rusunan laporan hasil pembinaan
pelai<sanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan;

n. menlrusun laporan hasil plaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan

Pengendalian <ian memberikan saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kela;tcaran pelaksanaan tugas'

Pasal 19

(1) Seksi Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huiuf e angka 3 dipimpin. oleh seorang Kepala Seksi'

riempunyai tugas pokok memimpin dal melaksanakan penyiapan

bahan penl'r-rsunan i<ebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di seksi penanganan pengaduan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(2) Kepala Seksi Penanganan Pengaduan dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pe"nyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan

pengaduan;
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b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penanganan
pengaduan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanganan
pengaduan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengart
tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Penanganan Pengaduan dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai
berikut :

a. merencanakan kegiatan penanganan pengaduan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membag'i tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia peiaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalarn lingkup Seksi;

d. memeriksa hasii pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

g. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Seksi;

h. menyiapkan bahan perumusan penJrusunan kebijakan di bidang
penanganan pengaduan;

i. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan
penanganan pengaduan;

j. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait penanganan
pengaduan;

k. melakukan penyelenggaraan penanganan pengaduan dasar lingkup
Pemerintah Daerah;

i. melakukan bimbingan, supewisi, dan konsultasi pelayanan dan
penanaman modal;

m. melakukan penililian dan menganalisa data permasalahan di bidang
penanganan pengaduan;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penanganan
Pengaduan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 2O

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas wajib dan taat
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan ke{a sama dengan
Perangkat Daerah danf atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam
rangka meningkatkan kinerja dal memperlancar pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas.
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Pasal 21

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
Pejabat Fungsional dan pegawai dalam lingkungan Dinas wajib
meiaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama,
integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas
dan efisiensi.

Pasal 22

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Pejabat Fungsional dalam lingkungan Dinas wajib memimpin,
mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas, membina dan menilai kine{a bawahan masing-
masing.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Pejabat Fungsional dalam lingkungan Dinas mengikuti dan
mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(2t

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
pejabat Fungsional dalam lingkungan Dinas mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah yang
iiperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 24

( 1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Selsi, Pejabat Fungsional dalam lingkungan Dinas menyampaikan
laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing
seiuai dengan ketentuan peraturan perundang-undalgan'

12\ Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menindatlanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambi.lan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing'

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1 . Peraturan Bupati Luwrr Timur Nomor 35 Tahun 2OO8 tentang Tugas

PokokdanRincianTugasJabatanStrukturalpadaBadanPerencanaan
Pembangunan Daerah kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten

Luwu Timur Tahun 20O8 Nomor 35);

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 43 Tahun 20O8 tentang Tugas

PokokdanRincianTtrgasJabatanStrukturalpadaKantorPelayanan
PerizinanTerpaduKabupatenLuwuTimur(BeritaDaerahKabupaten
Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 43),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'
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Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 7 November 2016

BUPATI LUWU TIMUR,

. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili

pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2916 1g914gP : A6

TEI.AH DIPERIKSA pIARAF

SEKDA "l*fo
ASISTEN i** "
KAMG. orgr.^rscsi 3 r6earzl*- +
I(ASUBAG. K{G"6C& v kdr.{sa\ar<pva- {\
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